BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Sistem hukum kewarisan Islam yang dijelaskan dalam al Qur’an memiliki
hubungan yang erat dengan sistem masyarakat adat Arab pada waktu itu, sistem
masyarakat Arab pada waktu itu memiliki corak patrilineal yaitu sistem hubungan
kekerabatan yang memberikan peran lebih pada kelompok keluarga garis
keturunan laki-laki, peran lebih yang dimiliki oleh garis keturunan laki-laki dalam
masyarakat Arab dibuktikan dengan penjelasan dalam berbagai sumber,

diantaranya dijelaskan dalam al Qur’an surat an nisa’ ayat 34.
ot ot o 15T gy g e o AT b sl D) LB 09138 Je

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah

telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menatkahkan sebagian dari harta

mereka.'

Dalam bidang hukum keluarga Islam diantaranya disebutkan bahwa yang
dapat menjadi wali nikah adalah orang tua laki-laki, saudara dan laki-laki dari
kerabat terdekat®, yang memilik hak talak adalah laki-laki dan masih banyak lagi

peran dominan yang dimiliki oleh laki dalam bidang hukum keluarga Islam, peran

dominan yang dimiliki oleh garis keturunan laki-laki ini juga terdapat dalam

' al Qur’an, 8: 34. Terjemah Departemen Agama R1, (Bandung, Jumanatu al ‘Ali Art, 2004). 84
2 Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad ibn Muhammad Abu Abd Allah shamsu al din al
ghazy, Fathu al qarib al Mujib fi sharhl al faz al taqrib , (Bairut: Dar ibn Hazm, 2005) 228



sistem kewarisan Islam, dijelaskan bahwa bagian waris dari pewaris laki-laki
adalah dua kali lipat dari pada bagian yang diterima oleh ahli waris perempuan,
besarnya nilai harta warisan yang diterima oleh pewaris laki-laki diimbangi
dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada pihak laki-laki diantanya :

Suami disamping memiliki kewajian memberi nafkah pada istrinya juga
berkewajiban mensejahterakan istrinya baik dalam hal tempat tinggal, pakaian,
makanan, bahkan suami diharuskan menyewa pembantu bila istrinya termasuk
perempuan yang biasa dilayani pembantu saat masih bersama orang tuanya3 Laki-
laki disamping berkewajiban memberi nafkah pada istrinya juga memiliki
kewajiban untuk menafkahi keluarga terdekatnya yang tidak mampu, seperti
orang tua, kakek, saudara.

Konsep hukum kewarisan Islam yang dipengaruhi oleh kultur masyarakat
Arab yang bercorak patrilineal tentu tidak mudah untuk diterapkan secara
menyeluruh dalam suatu tatanan masyarakat yang memiliki sistem dan corak yang
berbeda, di Indonesia sebelum munculnya kompilasi hukum Islam (KHI) telah
hidup dan berkembang sebuah sistem waris adat yang telah dipraktekkan oleh
masyarakat secara turun temurun, sistem waris adat yang ada di Indonesia
memiliki corak yang beragam sesuai dengan faktor geografis dam kultur adat
yang berkembang dalam suatu masyarakat. Sistem hubungan kekrabatan yang ada
di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu : masyarakat yang

memiliki sistem kekerabatan patrilineal, seperti masyarakat Batak, Lampung, Nias

* Shamsu al din Muhammad Ibn Ahmad al khotib al sharbiny, Mughny al muhtaj (Bairut: Dar al
kutub al ‘ilmiyah, 1994 ) jild 5.161.



dan Bali, masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, seperti
masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo Sumatra selatan, masyarakat yang
memiliki sistem kekrabatan bilateral, seperti masyarakat Bugis, Dayak, dan Jawa.*
Keberagaman bentuk hubungan kekerabatan yang ada dalam masyarakat
Indonesia tentu tidak bisa dinafikan keberadaannya, dan memaksakan sistem
hukum kewarisan Islam yang dipengaruhi oleh kultur Arab secara menyeluruh
tanpa mempertimbangkan kultur yang hidup dan berkembang dalam suatu
masyarakat, diantara kultur yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
terutama masyarakat yang bercorak bilateral adalah adanya harta bersama.
Munculnya harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan disebabkan oleh
tradisi dalam masyarakat yang memiliki corak bilateral, dalam masyarakat
bilateral harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami maupun istri dicampur
menjadi satu tanpa membedakan kekayaan tersebut hasil kerja suami atau hasil
kerja istri, pencampuran kekayaan yang terjadi antara suami dan istri memang
memiliki sisi positif diantaranya menciptakan hubungan yang harmonis dalam
suatu keluarga, namun hal tersebut dapat menjadi sebab timbulnya persengketaan
antara ahli waris yang ada bila salah satu dari suami atau istri meniggal dunia.
Sengketa waris terjadi karena pemahaman ahli waris tentang hukum waris
Islam kurang mencukupi, sehingga ada pihak-pihak tetentu dari ahli waris yang
merasa berhak mendapatkan bagian lebih dari harta peninggalan yang ada,

disamping itu sudah menjadi watak manusia, khususnya dalam hal menerima

4 Djamanat samomir, Hukum adat Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 273.



warisan untuk mendapat bagian sebanyak-banyaknya, oleh karena itu perlu
kiranya memberikan pemahaman pada ahli waris yang ada dan pada khalayak
umum bagaimana cara membagi harta bersama yang baik dan benar agar pihak-
pihak yang menjadi ahli waris dapat menerima haknya sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembahasan tentang harta bersama dalam KHI hanya dibahas sekilas, yaitu
dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97, dalam pasal-pasal tersebut terdapat dua
pasal yang menjelaskan metode pembagian harta bersama. yaitu pasal 96 dan 97
KHI, dengan redaksi sebagai berikut “apabila terjadai cerai mati, maka separo
harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. “Janda atau duda
cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Ketentuan dua pasal tersebut memberikan gambaran metode pembagian harta
bersama, yaitu untuk putusnya perkawinan akibat cerai mati harta bersama dibagi
menjadi dua, separuh dari harta bersama diberikan pada pasangan yang hidup
lebih lama, sedangkan putusnya perkawianan akibat terjadi cerai hidup masing-
masing pihak mendapat bagian seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan. Metode pembagian harta bersama yang telah dijelaskan
dalam ketentuan pasal 96 dan 97 KHI dikuatkan dengan putusan peradilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap, diantara putusan peradilan tersebut adalah

putusan Pengadilan Jepara, dengan nomor putusan :1326/Pst.G/2010/PA.Jpr.



Ketentaun dalam pasal 96 diatas tampaknya sedikit kontradiksi dengan
hukum waris Islam dalam al Qur’an, dimana dalam ketentuan hukum waris Islam
seorang suami ataupun istri tidak dapat langsung dipastikan mendapat bagian
separo dari harta peninggalan, akan tetapi seorang suami atau istri bisa
mendapatkan bagaian separo dari harta peninggalan kalau suami atau istri tersebut
tidak memiliki anak. Ketentuan pasal 96 KHI bila dikaitkan dengan kehidupan
suami istri dimasa modern tentu akan lebih kompleks lagi, dimana dalam
kehidupan rumah tangga modern banyak sekali istri menjadi wanita karir yang
terkadang penghasilannya melebihi penghasilan yang dimiliki oleh suami.

Bila ketentuan pasal 96 KHI diberlakukan secara universal tanpa melihat
kontribusi istri dalam menghasilkan harta kekayaan dalam suatu rumah tangga
tentu ketentuan ini akan banyak merugikan pihak istri dan ahli warisnya bila yang
meninggal dalam rumah tangga tersebut adalah istri, karena separo dari harta
bersama secara langsung akan menjadi milik suami, sedangkan bila dihitung
dengan teliti sebenarnya harta tersebut merupakan harta yang berasal dari hasil
kerja istri, yang pada dasarnya harta tersebut menjadi harta peninggalan yang
harus dibagikan pada ahli waris yang ada sesuai dengan hak-hak yang mereka
miliki.

Metode pembagian harta bersama juga tidak dibahas dengan jelas baik dalam
Al Qur’an maupun dalam literatur kitab-kitab klasik, hal ini disebabkan oleh
kultur bangsa arab yang tidak mengenal adanya pencampuran harta kekayaan

yang diperoleh suami maupun istri. Dalam kultur bangsa arab, harta yang



diperoleh dari hasil kerja suami maupun istri tidak dijadikan satu akan tetapi
disendirikan. Konsekwensi dari tidak dicampurnya harta kekayaan yang diperoleh
oleh suami dengan harta kekayaan istri diimbangi dengan kewajiban memberi
nafkah pada istri sesuai kemampuan suami dihitung tiap hari, perhitungan
pemberian nafkah pada istri adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar selama
istri masih taat pada suaminya, sehingga apabila suatu saat suami tidak memberi
nafkah pada istrinya, maka hal tersebut dihitung sebagai hutang yang harus
dibayar ketika telah mampu membayar.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu kiranya melakukan upaya studi
komparasi pembagian harta bersama terutama dalam mazhab Syafii dan KHI, hal
ini perlu dilakukan untuk mendapatkan formulasi pembagian harta bersama yang
sesuai dengan perkembangan hukum keluarga Islam dan mampu memberikan
keadilan secara universal baik pihak suami maupun istri serta ahli waris yang lain
sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pembagian harta bersama menurut Mazhab Syafii

dan kompilasi hukum Islam di Indonesia ?
2. Apakah terdapat perbedaan dari sistem pembagian harta bersama dalam

Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam ?



3. Apakah sistem pembagian harta bersama dalam Mazhab Syafii dan
Kompilasi Hukum Islam perlu dilakukan reaktualisasi agar lebih fleksibel
dengan perkembangan masyarakat modern saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti bagaimana sistem pembagian harta bersama dalam
Mazhab Syafii dan KHI .

2. Untuk meneliti perbedaan yang signifikan dari hasil perhitungan
pembagian harta bersama dengan menggunakan Mazhab Syafii dan
KHL

3. Untuk meneliti dan melakukan rekatualisasi sistem pembagian harta
bersama dalam rangka mencari formulasi baru yang lebih sesuai
dengan kultur masyarakat modern saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1) Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:

a) Penelitian ini diharapkan dapat melakukan reaktualisasi pembagian
harta bersama dalam KHI dan Mazhab Syafii, sehingga dapat
memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu, khususnya
dalam hukum waris Islam terkait dengan cara pembagian harta

bersama akibat cerai mati.



2)

b)

d)

Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
konsep dan ide-ide dalam menangani kasus persengketaan harta
bersama, sehingga solusi yang diberikan dalam pembagian harta
bersama tidak monoton berdasarkan hukum formil saja tetapi juga
memperhatikan aspek lain diluar hukum formil yang telah ada.

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan wawasan keilmuan terkait dengan pembagian harta
bersama dalam perspektif KHI dan Mazhab Syafii .

Bagi masyarakat umum, diharapkan memperoleh wawasan dan
tambahan pemahaman baru terhadap metode pembagian harta bersama
sehingga mampu memahami dan dapat menerima keputusan peradilan
agama terkait dengan sengketa harta bersama.

Bagi peneliti, memiliki pemahaman keilmuan dan mengetahui metode
pembagian harta bersama baik dalam KHI maupun dalam Mazhab

Syafii .

Secara pragmatis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan masukan

informasi khususnya kepada para praktisi hukum di Pengadilan Agama,

para akademisi, dan masyarakat umum terkait dengan pembagian harta

bersama menurut KHI Dan Mazhab Syafii .

E. Kerangka teoritik

L.

Harta bersama



Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta
dan besama. Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang
menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud
yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang diperoleh bersama-sama dalam
perkawinan’.

Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami maupun istri yang
didapatkan setelah melangsungkan pernikahan dan di campur menjadi satu
sehingga tidak dapat diketahui secara pasti harta yang mana yang menjadi
miliki suami maupun istri®.

Pengertian harta bersama juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum
diantaranya, Muhammad Abdul Kadir, konsep harta bersama yang merupakan
harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum,
walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama
lainnya. Tinjaun dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan,
sebaliknya tinjaun dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang
mengatur7.

Suyuti Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama
perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat

atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinang.

> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar bahasa Indonesia, (pdf file) (Jakarta: pusat bahasa 2008). 512.

% UU no.1 th 1974 9(pdf file). Tentang perkawinan, pasal 35 ayat 1, (pustaka : yayasan peduli
anak (YPPN) tt), 8.

7 Abdul Karim Muhammad, Hukum harta kekayaan, (Bandung:PT. Citra Atitiya, 1994), 9.

8 Suyuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesi, (Jakarta:UI pers, 1986), 89.
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2. Kompilasi hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang
ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi
hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk
wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu
pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena
pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa
Hukum Waris Islam

Di kalangan pakar hukum Islam terdapat beberapa definisi tentang hukum
waris Islam diantaranya :

Menurut Zainuddin Ali, Hukum waris Islam didefinisikan dengan aturan
yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meniggal dunia kepada ahli
warisnya’

Menurut Kasuwi saiban hukum waris Islam adalah merupakan suatu
disiplin ilmu dalam hukum Islam yang berisi pengetahuan tentang pewaris,
ahli waris, harta warisan, bagian dari masing-masing ahli waris, serta cara
menghitung bagian-bagian tersebut menurut hukum Islam. '’

Menurut Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al Anshory, hukum waris
Islam adalah perhitungan bagian yang telah ditentukan dalam syari’at Islam

berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang telah meniggal dunia atau

° H. Zainuddin Ali: Pelaksanaan hukum waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33
' Kasuwi Saiban Hukum Kewarisan dalam Islam, (Malang: Unmer Pres, 2010), 1
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dianggap meninggal dunia untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak
menerimanya. H
Bila kita teliti ternyata dari ketiga definisi diatas tidaklah berbeda scara
subtansial tapi perbedaan yang ada hanya terletak pada redaksi dalam
memberi definisi hukum waris Islam, untuk itu dapat difahami bahwa hukum
waris Islam merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari perhitungan dan
pembagian harta peniggalan orang yang telah meninggal dunia untuk
dibagikan pada ahli waris yang berhak menerimanya.
4. Mazhab Syafii
Dalam Kamus besar bahasa Indonesia Mazhab diartikan dengan haluan
atau ajaran pemikiran hukum Islam yang menjadi ikutan umat islam'*, jadi
Mazhab Syafii dapat diartikan degan haluan atau ajaran pemikiran hukun
Islam yang dipelopori oleh Imam Syafii yang telah menjadi aliran pemikiran
yang diikuti oleh umat Islam.
F. Penelitian Terdahulu
Kajian terhadap hukum waris sangat jarang dilakukan oleh para pemikir
hukum Islam, mengingat pembahasan tentang keduanya telah dianggap lengkap
dan final, sebagaimana yang telah tersusun dan dibakukan dalam ilmu Faraid.
Namun demikian, masih terdapat beberapa usaha untuk melakukan kajian ulang

terhadap hukum waris oleh beberapa cendekiawan Muslim. di Indonesia, kajian

! Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al anshory, : Fathul Wahhab, (Bairut: Dar al Fikr,1994),
Jild. 2, 3

"2 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, (pdf file) (Jakarta:
pusat bahasa 2008), 931.
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ulang terhadap sistem waris Islam pernah dilakukan oleh Hazairin pada tahun 60-
an dalam sebuah buku yang berjudul hukum kewarisan bilateral. la menawarkan
reinterpretasi baru terhadap kewarisan Islam yang selama ini telah menjadi
doktrin keagamaan sebagai warisan intelektual klasik. Menurut Hazairin, sistem
waris yang ada dalam figih Islam adalah merupakan hasil ijtihad ulama-ulama
terdahulu pada zamannya. Ia terbentuk dalam masyarakat Arab yang bersendikan
sistem kekeluargaan patrilineal, dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu
pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan belum terbentuk, sehingga
sistem waris yang dihasikan pun bersifat patrilineal. Padahal, menurutnya, yang
dikehendaki al-Quran adalah sistem kewarisan bilateral®. Karena itu, Hazairin
menawarkan sistem waris bilateral sebagai ganti sistem waris patrilineal yang
diadopsi dalam Ilmu Faraid.

Kemudian pada pertengahan tahun 80-an, Munawir Syadzali yang menjabat
Menteri Agama saat itu, melontarkan gagasan reaktualisasi Hukum Islam, salah
satunya terkait dengan hukum waris Islam'®. Berangkat dari fenomena yang
berkembang dalam beberapa masyarakat di Indonesia, Munawir menyampaikan
ide-ide pembaharuan dalam buku yang berjudul kontekstualisasi ajaran Islam,
bahwa bagian dua banding satu untuk laki-laki dalam hukum waris adalah sudah

tidak lagi mencerminkan semangat keadilan dalam masyarakat Indonesia saat ini.

13 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran (Jakarta: Tintamas, 1982), 2.

"“Panitia Penulisan Buku 70 tahun Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam
(Paramadina: Jakarta: 1995), 87-88.
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Penelitian terkait harta bersama juga pernah dilakukan oleh beberapa orang
diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Reza Hadi Saputro mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang pada tahun 2010 dalam bentuk sekripsi dengan judul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Kumulasi Gugat Cerai Dengan Harta Bersama”, yang
kedua, penelitian yang dilakukan oleh Barokah Indah Sari salah satu mahasiswi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dalam bentuk sekripsi, dengan
judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta
Bersama”, kedua penelitian tersebut fokus kajiannya adalah dari aspek hukum
positif di Indonesia.

Penelitian tentang hukum waris Islam terkait pembagaian harta bersama
dengan cara melakukan komparasi antara sistem pembagian harta bersama dalam
Mazhab Syafii dan kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh penulis belum
pernah ditemukan sehingga menurut hemat penulis pembahasan tersebut sangat
menarik untuk diteliti, penelitian ini diharapkan mampu menemukan formulasi
baru yang dapat memberikan solusi penyelesaian pembagaian harta bersama
dengan adil tanpa merugikan pihak-pihak yang menjadi ahli waris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran
mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah'’. Agar suatu
penelitian yang dilakukan dapat memperoleh kebenaran, diperlukan pemilihan

metode penelitian yang tepat dengan disiplin keilmuan yang diteliti.

> M Kasiram, merodologi penelitian, (tt: UIN Maliki Pres, 2010), 4
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Secara khusus penelitian dalam bidang hukum dibedakan menjadi dua yaitu
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian hukum
normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf
sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum'®. Untuk
memperjelas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan
diuraikan beberapa hal yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data,teknik pengolahan dan analisis data.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan
objek kajian pembagian harta bersama, penelitian hukum normatif juga
disebut sebagai penelitian Library Research (kepustakaan), karena metode
penelitian ini dilaksanakan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang
tertulis atau bahan-bahan hukum lain'’. Penelitian Perpustakaan yang lebih
dikenal dengan istilah Library Research bertujuan untuk mengumpulkan
data dan informasi dengan bantuan-bantuan material yang terdapat di
ruangan perpustakaan seperti : UU, kitab-kitab, buku-buku, majalah,
dokumen, catatan, dan lain-lain. Pada hakekatnya data yang diperoleh
dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat
utama bagi pelaksanaan penelitian'®.

2. Sumber data

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), 44
' Suratman, dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2013), 51.
1 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 20
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Pengertian dari sumber data dalam penelitian adalah dari mana data
penelitian tersebut dapat diperoleh'®. Dalam penelitian hukum normatif,
bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tertier.

a) Bahan hukum primer

Maksud dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah
bahan hukun yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang
akan diteliti dan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai
otoritas seperti Undang-Undang No. 1 Th 1974, Kompilasi Hukum
Islam, Putusan Pengadilan, kitab-kitab dalam Mazhab syafii
diantaranya al Um, Raudah al Talibin, Bugyah al Mustarshidin,
dan bahan-bahan hukum yang lain.

b) Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa
dan memahami bahan hukum primer, misalnya karya-karya ilmiah,
jurnal, buku tentang hukum waris islam, dan juga hasil-hasil dari
suatu penelitian.

¢) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 13, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), 129.
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sekunder, misalnya seperti ensiklopedia dan data lain yang
memiliki keterkaitan dengan cara pembagian harta bersama
sehingga didapatkan pemahaman yang utuh®.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau
kepustakaan dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi,
dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang
tertulis. Jadi dalam metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda
tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier, seperti
Undang-Undang, buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang
dibahas, jurnal, peraturan-peraturan, dan sebagainya21.

Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara
jelas dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan metode
pembagian harta bersama baik dalam bentuk UU, putusan pengadilan,
maupun refrensi yang lain.

4. Teknik pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah
melakukan pengolahan data, pengolahan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan tiga cara yaitu, editing, koding atau pemberian tanda
tertentu pada data yang diperoleh setelah melalui proses editing, penarikan

kesimpulan atau verifikasi data. Analisis data dalam penelitian ini

20 Dillah, Metode Penelitian Hukum, ...51.
2 Arikunto,Prosedur ...165.
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menggunakan analisis deskriptif kualitatif (deskriptif kualitatif), yakni
penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang
dari segi hukum.*

Adapun alasan yang melatar belakangi penggunaan analisis data
deskriptif kualitatif disebabkan masalah yang akan diteliti belum begitu
jelas, sehingga untuk mendapatkan informasi dan data, peneliti langsung
masuk ke obyek atau subyek penelitian. Interaksi secara langsung dengan
obyek yang diteliti diharapkan dapat memperoleh kepastian kebenaran
data yang diperoleh™, dengan demikian diharapkan dapat diperoleh
gambaran secara holistik dari kedua metode pembagian harta bersama
yang ada dalam kitab Mazhab Syafii dan dalam KHI serta relevansi dari
kedua teori tersebut bila diterapkan, dan kemungkinan adanya paradoks
dari kedua teori dengan ayat al qur’an yang menjelsakan tentang bagian-
bagian pasti yang dimiliki oleh ahli waris.

Penarikan kesimpulan dilakukan dalam maksud untuk mengambil
hipotesis yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan proses-proses
prefikasi dengan mengumpulkan data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan lagi. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga titik
kulminasi kejenuhan dan akurasinya. Artinya, dilakukan hingga diyakini

sangat akurat, ketika dirasa akurat baru dilakukan penyusunan ke dalam

22 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pelaksanaan, 146.
* Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cet.IV, 2008), 22-23.
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bentuk teks secara naratif sesuai keseluruhan hasil penelitian yang telah
dilakukan.
H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis menyusunnya
ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua, Secara umum dalam bab ini akan membahas kerangka Mazhab
Syafii dan sejarah terbentuknya KHI, serta huklum kewarisan islam. Pembahasan
tentang sistem kewarisan Islam secara mendasar dibutuhkan karena pembagian
harta bersama dalam penelitian ini memiliki korelasi dengan hukum kewarisan,
sehingga dengan pemahaman konsep dasar hukum kewarisan Islam mampu
ditemukan konsep-konsep keadilan dalam pembagian harta peningalan yang
mencakup harta bersama akibat cerai mati.

Bab ketiga, Pembahasan dalam bab ini di fokuskan untuk mengkaji lebih
dalam tentang harta bersama, sehingga diketahui dengan jelas kapan munculnya
harta bersama, serta benda apa saja yang dapat dikategorikan kedalam harta
bersama. pengetahuan tersebut memiliki keterkaitan dengan sistem pembagian
harta bersama yang ada dalam Mazhab Syafii dan KHI, untuk selanjutnya

dilakukan anlisis yang mendalam dari kedua metode tersebut dibab keempat .
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Bab keempat merupakan analisis dari kedua metode pembagian harta
bersama yang ada dalam Mazhab Syafii dan KHI, analisis dilakukan untuk
mengetahui keunggulan dari masing-masing metode, kelemahan dari masing-
masing metode, relevansi metode yang ada dalam Mazhab Syafii KHI bila
diterapkan di Indonesia, metode pembagian harta bersama dalam KHI bila
dikaitkan dengan bagian-bagian pasti (al furud al mugadarah) dalam al Qur’an
dan upaya melakukan reaktualisasi dari kedua metode pembagian harta bersama
untuk mendapat formulasi baru yang lebih sesuai dengan kultur masyarakat
Indonesia.

Bab kelima, adalah bagian akhir dari penelitian ini yaitu berupa penutup

yang berisi, kesimpulan, dan saran.



